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KEWENANGAN DALAM PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG 

PEMERINTAHAN DESA1 
Oleh: Claudia Armghard Pinori2 

 
ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana kewenangan di bidang 
penyelenggaraan pemerintahan desa menurut 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Desa dan bagaimana tugas 
kepala desa dalam melaksanakan kewenangan 
penyelenggaraan pemerintahan desa menurut 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Desa.  Dengan menggunakan 
metode penelitian yuridis normatif dapat 
disimpulkan: 1. Kewenangan di bidang 
penyelenggaraan pemerintahan desa menurut 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Desa meliputi kewenangan di 
bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat 
Desa. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 2. Tugas Kepala Desa dalam 
melaksanakan kewenangan penyelenggaraan 
pemerintahan desa menurut Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Desa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan 
Pemerintahan Desa, melaksanakan 
Pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas 
Kepala Desa berwenang mengangkat dan 
memberhentikan perangkat Desa; memegang 
kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset 
Desa; menetapkan Peraturan Desa; 
menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa dan membina kehidupan masyarakat Desa 
serta kewenangan lainnya yang diatur dalam 
undang-undang. 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan 
beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang 
Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai 
Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat 
Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh 
Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 
Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah.3  Dalam 
pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa 
tersebut belum dapat mewadahi segala 
kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa 
yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 
73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 
8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, 
pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini 
berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan zaman, terutama antara lain 
menyangkut kedudukan masyarakat hukum 
adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi 
masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan 
pembangunan sehingga menimbulkan 
kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan 
masalah sosial budaya yang dapat mengganggu 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.4 

Setiap  negara  mempunyai penduduk dan 
kekuasaan negara menjangkau  semua 
penduduk  di dalam wilayahnya. Penduduk 
dalam suatu negara biasanya menunjukkan 
beberapa ciri khas yang membedakan dari 
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bangsa lain. Perbedaan ini tampak misalnya 
dalam kebudayaan, nilai-nilai politiknya atau  
identitas nasionalnya. Kesamaan  dalam sejarah 
perkembangannya, bahasa, kebudayaan, suku 
bangsa dan kesamaan agama merupakan 
faktor-faktor yang dapat mendorong ke arah 
terbentuknya persatuan nasional dan identitas 
nasional yang kuat.5  

Negara adalah lembaga sosial yang diadakan 
manusia untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya yang vital. Sebagai lembaga 
sosial negara tidak diperuntukkan memenuhi 
kebutuhan khusus dari segolongan orang 
tertentu, tetapi untuk memenuhi keperluan-
keperluan dari seluruh rakyat negara itu.6 
 
B.  RUMUSAN  MASALAH           
1. Bagaimanakah kewenangan di bidang 

penyelenggaraan pemerintahan desa 
menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Desa ? 

2. Bagaimanakah tugas kepala desa dalam 
melaksanakan kewenangan 
penyelenggaraan pemerintahan desa 
menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Desa ? 

 
C. METODE PENELITIAN 

Pembahasan materi dalam penulisan Skripsi 
ini ditunjang dengan metode penelitian yuridis 
normatif.  Untuk pembahasan diperlukan 
bahan-bahan hukum primer, sekunder dan 
tersier dilakukan melalui penelitian 
kepustakaan (library research) Bahan hukum 
primer, seperti peraturan perundang-
undangan. Literatur-literatur dan karya ilmiah 
hukum yang yang dikumpulkan merupakan 
bahan-bahan hukum sekunder dan Bahan-
bahan hukum tersier menjelaskan pengertian-
pengertian dalam penulisan ini. Bahan-bahan 
hukum yang telah dikumpulkan kemudian 
dianalisis secara kualitatif normatif, kemudian 
disusun kesimpulan untuk mejawab rumusan 
masalah. 

 
PEMBAHASAN 
A. Kewenangan Di Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa Menurut Undang-

                                                           
5
 Ni’matul  Huda, Ilmu Negara, Cetakan ke-3. PT. 

RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2011, hal. 17-18. 
6
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Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Desa  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
Pasal 1 angka 8: Desentralisasi adalah 
penyerahan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom 
berdasarkan Asas Otonomi.  Pasal 1 angka 9. 
Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian 
Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat kepada 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, 
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, 
dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali 
kota sebagai penanggung jawab urusan 
pemerintahan umum.  

Desentralisasi pemerintahan yang 
pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian 
otonomi kepada daerah-daerah ini bertujuan 
untuk memungkinkan daerah-daerah ini 
bertujuan untuk memungkinkan daerah-daerah 
tersebut meningkatkan daya guna dan hasil 
guna penyelenggaraan pemerintahan dalam 
rangka pelayanan terhadap masyarakat dan 
pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian 
daerah perlu diberi wewenang untuk 
melaksanakan berbagai urusan pemerintahan 
sebagai urusan rumah tangganya, serta 
sekaligus memiliki pendapatan daerah seperti 
pajak-pajak daerah, retribusi daerah dan lain-
lain pemberian.7 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Desa, mengatur 
mengenai Pemerintah Desa, mengatur 
mengenai Kewenangan Desa. Pasal 18: 
Kewenangan Desa meliputi kewenangan di 
bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat 
Desa. 

Penjelasan Pasal 18: Yang dimaksud dengan 
“hak asal usul dan adat istiadat Desa” adalah 
hak yang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan kehidupan masyarakat dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 19: Kewenangan Desa meliputi: 
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; 
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b. kewenangan lokal berskala Desa; 
c. kewenangan yang ditugaskan oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 
dan 

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 19 Huruf (a) Yang dimaksud 
dengan “hak asal usul” adalah hak yang 
merupakan warisan yang masih hidup dan 
prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa 
sesuai dengan perkembangan kehidupan 
masyarakat, antara lain sistem organisasi 
masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan 
hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan 
dalam kehidupan masyarakat Desa. 

Huruf (b) Yang dimaksud dengan 
“kewenangan lokal berskala Desa” adalah 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat Desa yang telah 
dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif 
dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena 
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat 
Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, 
tempat pemandian umum, saluran irigasi, 
sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, 
sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan 
Desa, embung Desa, dan jalan Desa. 

Undang-Undang ini disusun dengan 
semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu 
pengaturan masyarakat hukum adat sesuai 
dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk 
diatur dalam susunan pemerintahan sesuai 
dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun 
demikian, kewenangan kesatuan masyarakat 
hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat 
merujuk pada ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral yang berkaitan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 20: 
Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal 
usul dan kewenangan lokal berskala Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a 
dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa. 

Pasal 21: Pelaksanaan kewenangan yang 
ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas 
lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, atau Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa. 
Pasal 22 ayat: 
(1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan Pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. 

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai biaya. 

Sesuai dengan “political will” dari 
pemerintah desa bahwa usaha memperkuat 
dan memajukan pemerintah desa perlu lebih 
dikembangkan sehingga semakin mantap dalam 
melayani dan mengayomi masyarakat, 
menggerakkan prakarsa dan partisipasi 
masyarakat dalam penyelenggaraan 
pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di 
desa guna meningkatkan taraf hidup dan 
kesejahteraan masyarakat melalui penetapan 
kebijakan program dan kegiatan yang sesuai 
dengan esensi masalah serta prioritas 
kebutuhan masyarakat.8Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Desa, mengatur mengenai Pemerintah Desa. 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 23: 
Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh 
Pemerintah Desa. Pasal 24: Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa berdasarkan asas: 
a. kepastian hukum; 
b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; 
c. tertib kepentingan umum; 
d. keterbukaan; 
e. proporsionalitas; 
f. profesionalitas; 
g. akuntabilitas; 
h. efektivitas dan efisiensi; 
i. kearifan lokal; 
j. keberagaman; dan 
k. partisipatif. 
  
B. Tugas Kepala Desa Dalam Melaksanakan 

Kewenangan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa Menurut Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Desa  

Agar otonomi daerah itu dapat dilaksanakan 
sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, 
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pemerintah wajib melakukan pembinaan yang 
berupa pemberian pedoman, seperti dalam 
penelitian, supervisi, pengendalian koordinasi, 
pemantauan dan evaluasi. Bersamaan itu, 
pemerintah wajib memberikan fasilitas-fasilitas 
yang berupa pemberian peluang kemudahan 
bantuan dan dorongan kepada daerah agar 
dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan 
secara efisien dan efektif sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.9 

Kepala desa mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
antara lain pengaturan kehidupan masyarakat 
sesuai dengan kewenangan desa seperti; 
pembuatan peraturan desa, pembentukan 
lembaga kemasyakarakatan, pembentukan 
badan milik usaha negara dan kerja sama antar 
desa. Urusan pembangunan, antara lain 
pemberdayaan masyarakat dan penyediaan 
sarana dan prasarana fasilitas umum desa, 
seperti; jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, 
pasar desa dan urusan kemasyarakatan melalui 
pembinaan kehidupan  sosial budaya 
masyarakat, seperti bidang kesehatan, 
pendidikan serta adat istiadat.10 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Desa, mengatur 
mengenai Pemerintah Desa. Pasal 25: 
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dan yang dibantu oleh 
perangkat Desa atau yang disebut dengan 
nama lain. 

Penjelasan Pasal 25: Penyebutan nama lain 
untuk Kepala Desa dan perangkat Desa dapat 
menggunakan penyebutan di daerah masing-
masing. 

Kepala Desa. Pasal 26 ayat: 
(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan 

Pemerintahan Desa, melaksanakan 
Pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa 
berwenang: 
a. memimpin penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa; 
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b. mengangkat dan memberhentikan 
perangkat Desa; 

c. memegang kekuasaan pengelolaan 
Keuangan dan Aset Desa; 

d. menetapkan Peraturan Desa; 
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa; 
f. membina kehidupan masyarakat Desa; 
g. membina ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat Desa; 
h. membina dan meningkatkan 

perekonomian Desa serta 
mengintegrasikannya agar mencapai 
perekonomian skala produktif untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran 
masyarakat Desa; 

i. mengembangkan sumber pendapatan 
Desa; 

j. mengusulkan dan menerima 
pelimpahan sebagian kekayaan negara 
guna meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa; 

k. mengembangkan kehidupan sosial 
budaya masyarakat Desa; 

l. memanfaatkan teknologi tepat guna; 
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa 

secara partisipatif; 
n. mewakili Desa di dalam dan di luar 

pengadilan atau menunjuk kuasa 
hukum untuk mewakilinya sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 

o. melaksanakan wewenang lain yang 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa 
berhak: 
a. mengusulkan struktur organisasi dan 

tata kerja Pemerintah Desa; 
b. mengajukan rancangan dan 

menetapkan Peraturan Desa; 
c. menerima penghasilan tetap setiap 

bulan, tunjangan, dan penerimaan 
lainnya yang sah, serta mendapat 
jaminan kesehatan; 

d. mendapatkan pelindungan hukum atas 
kebijakan yang dilaksanakan; dan 

e. memberikan mandat pelaksanaan 
tugas dan kewajiban lainnya kepada 
perangkat Desa. 
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(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa 
berkewajiban: 
a. memegang teguh dan mengamalkan 

Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara 
keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 

b. meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa; 

c. memelihara ketenteraman dan 
ketertiban masyarakat Desa; 

d. menaati dan menegakkan peraturan 
perundang-undangan; 

e. melaksanakan kehidupan demokrasi 
dan berkeadilan gender; 

f. melaksanakan prinsip tata 
Pemerintahan Desa yang akuntabel, 
transparan, profesional, efektif dan 
efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, 
korupsi, dan nepotisme; 

g. menjalin kerja sama dan koordinasi 
dengan seluruh pemangku kepentingan 
di Desa; 

h. menyelenggarakan administrasi 
Pemerintahan Desa yang baik; 

i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; 
j. melaksanakan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Desa; 
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat 

di Desa; 
l. mengembangkan perekonomian 

masyarakat Desa; 
m. membina dan melestarikan nilai sosial 

budaya masyarakat Desa; 
n. memberdayakan masyarakat dan 

lembaga kemasyarakatan di Desa; 
o. mengembangkan potensi sumber daya 

alam dan melestarikan lingkungan 
hidup; dan 

p. memberikan informasi kepada 
masyarakat Desa. 

Penjelasan Pasal 26 ayat (3) Huruf (c) 
Jaminan kesehatan yang diberikan kepada 
Kepala Desa diintegrasikan dengan jaminan 
pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Keberadaan pemerintah daerah adalah 
sangat penting, antara lain: 
1. Untuk melindungi dan mensejahterakan 

masyarakat; 
2. Agen demokratisasi dan memberikan 

pendidikan politik; 
3. Mendekatkan pelayanan masyarakat dan 

meningkatkan efisiensi serta efektivitas 
pelayanan masyarakat; 

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat; 
5. Memberdayakan potensi dan 

keanekaragaman daerah; 
6. Misi utama pemerintah daerah adalah 

menyediakan pelayanan dasar (basic 
services) dan mengembangkans sektor 
unggulan (core competence) dengan cara-
cara demokratis; 

7. Outputs and product Pemerintah Daerah 
adalah: 
a. Public goods, yaitu barang-barang 

kebutuhan masyarakat seperti; jalan, 
pasar, sekolah, rumah sakit, jembatan 
dan sebagainya; 

b. Public regulations, yaitu pengaturan-
pengaturan berkaitan dengan 
masyarakat, seperti KTP, KK, IMB, HO, 
Akte Kelahiran dan sebagainya.11 

Pasal 27: Dalam melaksanakan tugas, 
kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib: 
a. menyampaikan laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa setiap akhir tahun 
anggaran kepada Bupati/Walikota; 

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa pada akhir masa 
jabatan kepada Bupati/Walikota; 

c. memberikan laporan keterangan 
penyelenggaraan pemerintahan secara 
tertulis kepada Badan Permusyawaratan 
Desa setiap akhir tahun anggaran; dan 

d. memberikan dan/atau menyebarkan 
informasi penyelenggaraan pemerintahan 
secara tertulis kepada masyarakat Desa 
setiap akhir tahun anggaran. 

Pasal 28 ayat: 
(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi 
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administratif berupa teguran lisan dan/atau 
teguran tertulis. 

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, 
dilakukan tindakan pemberhentian 
sementara dan dapat dilanjutkan dengan 
pemberhentian. 

Pasal 29: Kepala Desa dilarang: 
a. merugikan kepentingan umum; 
b. membuat keputusan yang menguntungkan 

diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, 
dan/atau golongan tertentu; 

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, 
dan/atau kewajibannya; 

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap 
warga dan/atau golongan masyarakat 
tertentu; 

e. melakukan tindakan meresahkan 
sekelompok masyarakat Desa; 

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, 
menerima uang, barang, dan/atau jasa dari 
pihak lain yang dapat memengaruhi 
keputusan atau tindakan yang akan 
dilakukannya; 

g. menjadi pengurus partai politik; 
h. menjadi anggota dan/atau pengurus 

organisasi terlarang; 
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau 

anggota Badan Permusyawaratan Desa, 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 
dan jabatan lain yang ditentukan dalam 
peraturan perundangan-undangan; 

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam 
kampanye pemilihan umum dan/atau 
pemilihan kepala daerah; 

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan 
l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) 

hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang 
jelas dan tidak dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Pasal 30 ayat: 
(1) Kepala Desa yang melanggar larangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
dikenai sanksi administratif berupa teguran 
lisan dan/atau teguran tertulis. 

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, 

dilakukan tindakan pemberhentian 
sementara dan dapat dilanjutkan dengan 
pemberhentian. 

Untuk menyelenggarakan otonomi  
pemerintah pusat menyerahkan sejumlah 
urusan pemerintahan sebagai urusan rumah 
tangga daerah otonom baik pada daerah 
provinsi maupun daerah kabupaten kota, 
berdasarkan kondisi politik, ekonomi, sosial dan 
budaya, pertahanan dan keamanan, serta 
syarat-syarat keadaan dan kemampuan daerah 
otonom yang bersangkutan.12 

Jika pemerintah tidak memiliki legalitas 
untuk melakukan suatu tindakan, berarti 
pemerintah tidak boleh bertindak untuk 
menanggulangi suatu urusan. Dalam praktik 
penyelenggaraan negara modern dewasa ini, 
keadaaan seperti ini tentu saja tidak boleh 
terjadi karena hal itu akan menimbulkan 
masalah yang sangat serius bagi kelangsungan 
hidup (eksistensi) bangsa dan negara.13 

Untuk dapat menentukan kebijaksanaan 
yang sesuai dengan kehendak rakyat yang 
diwakilinya. DPRD harus dapat memperhatikan 
kepentingan dan aspirasi rakyat. Kepentingan 
dan aspirasi rakyat ini beraneka ragam, baik 
karena jumlah rakyat yang sangat besar, 
maupun karena rakyat terdiri dari berbagai 
lapisan yang masing-masing mempunyai 
kepentingan sendiri-sendiri. Aspirasi atau 
kepentingan rakyat dapat berwujud material 
seperti sandang, pangan, eprumahan, 
kesehatan dan sebagainya maupun bersifat 
spiritual seperti pendidikan, kebebasan, 
keadilan, keagamaan dan sebagainya. Kadang-
kadang keinginan tersebut saling bertentangan 
satu sama lain14 Kepentingan rakyat tersebut 
akan dapat diselenggarakan dengan baik, 
apabila wakil rakyat itu mengetahui aspirasi 
mereka yang diwakilinya dan kemudian 
memiliki kemampuan untuk merumuskan 

                                                           
12

Faisal Akbar Nasution, Pemerintahan Daerah dan 
Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, Cetakan 
Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009, hal. 2. 
13

 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan 
Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, 
Erlangga, Jakarta. 2010, hal. 36. 
14

Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara 
Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah). Edisi 
1. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta. 2007, hal.79 
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secara jelas dan umum serta menentukan cara-
cara pelaksanannya.15 

Pengelolaan keuangan daerah menjadi 
instrumen yang sangat penting dalam 
penyelenggaraan otonomi daerah, utamanya 
dalam rangka melihat kinerja pengelolaannya  
dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan 
rakyat sebagi ruh dari otonomi. Kinerja tersebut 
dapat dilihat dari proses APBD, pelaksanaan 
dan penerapannya serta bagaimana 
pertanggungjawaban penggunaannya. 
Kedudukan APBD dalam penyelenggaraan 
otonomi sangat penting, karena disitulah dapat 
dilihat keseriusan daerah dalam meningkatkan 
kesejahteraan rakyat dan penuntasan krisis 
ekonomi. APBD menjadi tolok ukur kinerja 
pengelolaan keuangan dari pemerintah daerah 
dalam satu tahun periode.16 Dalam sudut 
pandang keuangan negara, otonomi daerah 
memberikan kewenangan yang luas kepada 
daerah untuk menyelenggarakan roda 
pemerintahan dan mengelola sumber-sumber 
keuangan. Pengelolaan keuangan daerah harus 
dilaksanakan secara transparan dan akuntabel 
sesuai dengan prinsip-prinsip.17 

Negara hukum ialah negara yang 
susunannya diatur dengan sebaiknya-baiknya 
dalam undang-undang, sehingga segala 
kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya 
didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh 
melakukan tindakan yang bertentangan dengan 
hukum. Negara hukum itu ialah negara yang 
diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh 
undang-undang (state not governed by men, 
but by laws). Oleh karena itu di dalam negara 
hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya 
oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya 
kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi 
seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada 
segala peraturan pemerintah dan undang-
undang negara.18  

                                                           
15

 Ibid, hal. 79. 
16

 H. Bachrul Amiq, Aspek Hukum Pengawasan 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Dalam Perspektif 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih) laksBang 
PREssindo, Yogyakarta, 2010, hal. 24. 
17

 Sonny Sumarsono, Manajemen Keuangan 
Pemerintahan, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Graha 
Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 51 
18

H. Murtir Jeddawi, Negara Hukum Good Governance dan 
Korupsi di Daerah, Total Media, Yogyakarta, 2011. hal. 1-2 

Tindakan pemerintah tidaklah dalam arti 
sebebas-bebasnya, karena konstitusi atau 
hukum harus ditaati agar tidak berlaku 
sewenang-wenang, baik dalam arti tindakan 
yang melampaui batas kewenangan, bertindak 
tidak sesuai dengan kewenangan atau 
peruntukannya atau bertindak sewenang-
wenang.19 

Pemahaman kekuasaan dalam aspek 
hukum, dimaknai sebagai sebuah wewenang, 
tetapi kekuasaan dalam pengertian ini bukanlah 
suatu kekuasaaan yang dapat berdiri sendiri, 
melainkan keberadaan kekuasaan tidak dapat 
dipisah dari lembaganya. Oleh karena itu, 
kekuasaan dalam arti wewenang dikatakan 
sebagai suatu kekuasaan yang telah 
dilembagakan.20 

Kewenangan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa perlu dilaksanakan oleh 
Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa sesuai 
dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka 
Tunggal Ika dan pelakasanaannya secara 
profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta 
bertanggung jawab. 

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Kewenangan di bidang penyelenggaraan 

pemerintahan desa menurut Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Desa meliputi kewenangan 
di bidang penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan 
lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, atau 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

2. Tugas kepala desa dalam melaksanakan 
kewenangan penyelenggaraan 

                                                                                       
(sumber mengutip: Mutiar’as, Ilmu Tata Negara Umum, 
Pustaka Islam, 1990, Jakarta, hlm. 20) 
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 Ibid, hal. 2. 
20
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pemerintahan desa menurut Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Desa Kepala Desa bertugas 
menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
melaksanakan Pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam 
melaksanakan tugas Kepala Desa 
berwenang mengangkat dan 
memberhentikan perangkat Desa; 
memegang kekuasaan pengelolaan 
Keuangan dan Aset Desa; menetapkan 
Peraturan Desa; menetapkan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa dan 
membina kehidupan masyarakat Desa serta 
kewenangan lainnya yang diatur dalam 
undang-undang. 

 
B. Saran  
1.  Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
perlu membina dan mengawasi 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
dapat mendelegasikan pembinaan dan 
pengawasan kepada perangkat daerah. 

2. Diperlukan pembinaan dan pengawasan 
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
Provinsi untuk peningkatan kapasitas 
Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa, dan lembaga 
kemasyarakatan termasuk pembinaan 
manajemen Pemerintahan Desa dan 
memberikan pedoman penyusunan 
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

Anonim, Kamus Hukum, Penerbit Citra Umbara, 
Bandung, 2008. 

Amiq Bachrul H., Aspek Hukum Pengawasan 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Dalam 
Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang 
Bersih) laksBang PREssindo, Yogyakarta, 
2010. 

Djamali Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia, 
Ed. 2. Rajawali Pers Jakarta. 2009. 

Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman 
Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Suatu 
Pengantar Tugas Bagi Penyelenggara 

Pemerintahan Desa Secara Normatfi dan 
Komprehensif), Fokusmedia, Bandung. 2011. 

Hadiwijoyo Sakti Suryo, Aspek Hukum  Wilayah 
Negara Indonesia, Edisi Pertama. Graha 
Ilmu. Yogyakarta. 2012. 

Huda Ni’matul, Ilmu Negara, Cetakan ke-3. PT. 
RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2011. 

Jeddawi Murtir H., Negara Hukum Good 
Governance dan Korupsi di Daerah, Total 
Media, Yogyakarta, 2011. 

Kaho Riwu Josef, Prospek Otonomi Daerah di 
Negara Republik Indonesia (Identifikasi 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah). Edisi 1. 
PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta. 2007. 

Kaloh J., Mencari Bentuk Otonomi Daerah, 
Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan 
Lokal dan Tantangan Global, Cetakan Kedua. 
PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007. 

Nasution Akbar Faisal, Pemerintahan Daerah 
dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli 
Daerah, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, 
Jakarta, 2009. 

Sabarno Hari, (Untaian Pemikiran Otonomi 
Daerah) Memandu Otonomi Daerah 
Menjaga Kesatuan Bangsa, Edisi 1. Cetakan 
Kedua, Sinar Grafika. Jakarta, 2008.  

Sedarmayanti Hj., Good Governance 
(Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua 
Membangun Sistem Manejemen Kinerja 
Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju 
Good Governance (Kepemerintahan Yang 
Baik), Cetakan l. Mandar Maju Bandung, 
2004. 

Sibuea P. Hotma, Asas Negara Hukum, 
Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum 
Pemerintahan Yang Baik, Erlangga, Jakarta. 
2010. 

Soemantri Trisantono Bambang, Pedoman 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Suatu 
Pengantar Tugas Bagi Penyelenggara 
Pemerintah Desa Secara Normatif dan 
Komprehensif, Fokusmedia, Bandung. 2011. 

Sumarsono Sonny, Manajemen Keuangan 
Pemerintahan, Edisi Pertama. Cetakan 
Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. 

Syafiie Kencana Inu H., Pengantar Ilmu 
Pemerintahan, Cetakan Ketujuh, PT. Refika 
Aditama. 2011. 

Syarifin Pipin dan Dedah Jubaedah, 
Pemerintahan Daerah di Indonesia (Di 



Lex  Administratum, Vol. IV/No. 4/Apr/2016 

 

159 
 

Lengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 
2004), Cetakan 1. Pustaka Setia, Bandung, 
2006. 

Syafiie Kencana Inu H., Sistem Pemerintahan 
Indonesia, Edisi Revisi. Rineka Cipta. 
Jakarta. 2011. 

Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di 
Indonesia. Penerbit Gramedia Pustaka 
Utama. Jakarta. 2001. 


